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Nomor
Lampiran
Pedhal

: 366/E1.3{lffi.l20ll
: I (satu) berkas
: Penyanrpaian Salinan Kepuhrsan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66ElAl2All
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Yth. I. Ketua STSI Bandung di Bandungrz
2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Saura Ditjen Dikti di Jakarta

i

Sehubungan dengan telah ditetapkan Kepunrmrr Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66{El0l20ll
tentang Penyelenggaraar Program Studi Peaciptaan dan Pengkajian Seni (S2) pada STSI Bandung

di Bandung, bersama ini kami sanrpaikan Salinan Kepfiusan Menteri Pendidikan Nasional untuk

digumkan sebagaim ana mestinya

Demikian kami sampaikan, atas pcrhxtian dm kerja sama yang baih kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagran Hukum dan Kepegawaian
iat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
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SALINAN
KEPUTUSAN

UENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOitOR: BGlElOnAll

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRATI STUDI PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI (S2}
PADA STSI BANDUNG DI BANDUNG

DENGAN RAHIIIAT TUHAN YANG TIAHA ESA

ITIENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan
program studi yang diselenggarakan oleh STSI Bandung di Bandung,
perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Penciptaan dan
Pengkaiian Seni ienjang program pascasariana (S2) pada STSI
Bandung di Bandung;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang
Penyelenggaraan Program Studi Penciptaan dan Pengkaiian $eni
jenjang program paseasarjana (S2) pada STSI Bandung di Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negana Republik lndonesia Nomor4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Presiden Republik lndonesia:
a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara;

b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan FungsiEselon I Kementerian Negara.

4. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 8/.IP Tahun 2009
mengenai Kabinet lndonesia Bersatu ll;

5. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 77tM Tahun 2010
tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/.|UDA00 mengenai
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Nomor 23841D2.A2010 tanggal 26 Agustus 2010;

2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Salinan sesuai dengan aslinya
Dircktorat Jenderat Pendidikan Tinggi

Pendidlkan Nasional
dan Kepegawaian

ITEIIUTU$KAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENGIPTAAN DAN
PENGKAJTAN SENI (S2, PADA STS| BANDUNG Dt BANDUNG.

Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Penciptaan dan
Pengkajlan Senl jenfang pn gram pascacariana (S2) pada STSI Bandung
di Bandung"

ljin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun
akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

STSI Bandung wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan
program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir
semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan
menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk
dievaluasi. "

Apabila STSI Bandung tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan
program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat
mengakibatkan dic 2abutnya ijin penyelenggaraan.

STSI Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib
menandatangani eurat pernyataan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung
jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakannya program
studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun
penyelenggaraan.

ljin penyelenggaraan progrum studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama dan Diktum Kedua dapat dipakai sebagai dasar permohonan
akreditasi BAN-PT;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 31 Maret 2011
II'IENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
anb.
DIRE}fiUR JENDERAL PENDIDII(AN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 I 003
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